BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATi MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

. bahwa dikarenakan adanya perubahan dalam ketentuan
penilaian kinerja, malea Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 3 Tahun 2022 perlu diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 WNomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Menetapkan :

10.

' ™

12.

13.

Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negamra Republik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reforinasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagt Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Beri';a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan amas Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS.
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Pasal |

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dalam Peraturan Bupa# Musi
Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2022 Nomor 3}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Neger Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 8),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Penilaian lainelja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat {2} huruf a menggunakan aplikasi kinerja.

(2) Hasil penilaian linerja PNS dan Calon PNS sewap
bulannya berdasarlsn pada hasil aplikasi kinerja.

(3) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan bulan
berikutnya paling lambat pada setiap hari kerja
kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat
diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan sebesar
100%.

(4) Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan Desember
akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan
Januari tahun berikutnya.

Pasal II
Peraturan DBupas ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2 Jovier 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2 Jondsex 2024

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN
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